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BUPATI KEPUT AUAN ARU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG:
RETRIBUSI TEMPA'T REKREAS] DAN CLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUEAN YANG MAHA ESA

RUPATI KEPULAUAN AR,

: bahwa untiik melaksanakan ketentuan dalm Pasal 156 ayat
() Undang Undang Nomor 268 Talun 2009 tentang Pajk
Dacrah dan Retribusi Daerah, perlt menetapkan Peraturan
Daerah tentang Retribusi Termpat Relreasi dan Olahraga;

1. Pasal 18 ayat 6} Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomer 40 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupatcn
Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru
(Lembaran Negara Republilk Indonesia Tahun 2003 Nomot

155, Tambshan Lemharan Negara Republik Indonesia
Naomor 43505 '

3. UndangUndang Nomar 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daersh dan Retiibusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indencsia Nomor 5049);

4. Undang-Undang MNomer 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahuan 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Repgblik ndonesia Nomor 5087] scbagaimana teleh
diubah 'beberapa kal terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Talum 2015 {eptang Perubahan Kedus Ates
Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014  tentang.
Pemerintahan Daergh (Lembaran  Negara Republik
Ihdonesia Tahlun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); '



E

b, Peraturan Menteri Dalam Meperi Nomoar 80 Tahun 2015
tentang Pembeninkan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
dan
BUPATI KEPULAUAN ARLS

MEMUTUSIKAN :

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUS! TEMPAT

REKREAS] DAN OLAHRAGA.

BAR [
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalara Peraturan Daerah ini, yang dimalksud

1

o

O o

10.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut retribusi
adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata den clahraga yang
disediakan, dimiiki dan/atau dilelola oleh Permnerintah Dgergh,

Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulavan Aru

Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atay diberiken oleh
Pemerintah Daerah kepuda orang pribadi atau Badan untuk tujuan
kepentingan wmum.

Subjek Retribusi adalali orang pribadi atenn Badan yerg menggunekan
atal menikmat pelayanan jasa yang disediakan atau dibetikan olsh
Pemerintah Daerah.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi ataun Badan yeng menurut Peraturan
Perundang-Undangan retribusi diwajbkan untuk melakukan pemmbayaran
retribuisi, termasuk pemungut ataw pemotong retribusi tertentu.

Retribusi Jasa Usaha adalah jsa yang disediakan oleh Pemerintzh Daerah
dengan mengamit pringip — prinsip komersial karena pada dasariiya dapat
pula disediakan cleh sektor swasta.

Tingkat Penggunssn Jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadiken
dasar alokasi bcban biaya yang dipikul Pemerintah Daemh  untuk
penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru

Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau  persentase tertentu  vang
ditetapkan untuk menghitung besarmya retribusi.

Pemungutan adalah sustu ramgkaisn kegiaten nmilei dari penghimpunan
data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau
retribusi yang terutang sampai legiatan penagihan pakk atau retribusi
kepada wajib pajpk atau wajb retribusl serta pengawasan penyetoranmnya.

11.Masa Retribusi adalah sustu jangla waktu tertentu yang merupalan batas

waktu bagi Wajib Retribusi untuk memeanfaatkan jasa dan perijinan
tertentu dari Pemerintah Daerah



12, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutmya disingkat SKRD
adalah surat ketetapan retribusi yang tmenentukan hesarnya jumlah pokok
retribusi yang terutang,

13. Dokumen lain yang dipersamakan adalah surat bukil pembayaran lainiiyd,

' beupa karcis, kupon dan kartu langganan yeng dibayarkan kepada Wajib
Retribuisi.

14. Surat Setoran Retribusi Dasrah, yang selanjutiya disingkat SSRD adalah
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilekukan dengan cam lain ke kas
Daerah melalul tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

15. Surat Tagihen Retribusi Daerah, yang selanjuinya disingkat STRD adalah
surat untuk melakukan taghan retribusi danfatau sanksi admiristratif
berupa bunga danfdtau denda.

BAB H
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIRUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekréasi dan Olahrage dipungut retribusi

scbagai pembayaran atas pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga yang
diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3
(1} Okgk Retribusi Tempat Reloeasi dan Olahraga adalah  pelayanan Tempat
Rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(@) Dikccualikan dari objek retribua  scbageimana dimaksud pada ayat (1)

adalah pelayanan Tempat Relereasi dan Olahraga yang disediakan, dimiliki
dan/atau dikelcla oleh Pemerintzh, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4
Subjek  Retribusi adalash  orang  pribadi  atau Badan  yang
menggumakan /menikmati pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Paral 5

Wajb Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurni
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk
melakuitan pembayaran  Retribusi, efmasuk pemungut atau  pemolong
Retribusi Jasa Usaha,

BAB HI
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olakhiraga digolongkan. sebagai Retribust Jasa
Usaha.
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BAB WV
CARA MENGUEUR ‘IjHGKhT PENGGUNAAN JASA
Pasal ¥
Tingkat pehggunaesn jasa Tempat Rekreasi dan Olhiraga adalzh jumilah
periggunaan jasa yang dijdikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul

Pemerintah Daergh untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Apabila tingkat penggunasgn jasa schogaimana dimaksud pada ayat (1) sulit

divkur maka tingkat penggunsan jasa dapat ditaksir berdasarkan ruinGs

yarg dilhuat oleh Pemerintah Dacrah,
Tingkat penggunean jasa schageimana dimeftsud pada ayat (1) diatur oleh

‘Bupail

BAB V
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsdp dan gesaran dalem penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha
didasarkan peda tujuan untuk memperoleh keuntungan yvang layek
Keuntungan vang layak adalah keuntungan yang diperoleh apabile
pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efesien dan berorientasi
pada harge pasan

BAB V1 |
STRUKTUR DAN BESARNYA TARFF RETRIBUSI

Pasel ©

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat {l) adelah nilai rupial
yvang ditetapkan untuk menghitung besarmya retribusi yang terutang,

Tarif Retribusi dibagi dalam golongan dan ditentukar seregarn rmenurut
golongan, sesual dengan prinsip den sesaran peretapan tard retribusi
Tarif Retribusi ditetapkan sebesar 75 % {tujuh puluh lima persen).

Tarif Retribusi ditinjau kembali palng lama 3 {tiga) Tahun sekali

Tarif Retribusi ditinjau kembali sehaganimana dimaksud peda ayat (4)
dilakukan dengan memperhatiken ipdeks harga dan  perkembangan
perekonomizn.

BABVI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Passal 10

Pemumgutan retribusi yang terutang dilakukan pads wilayah Kabupaten
Kepulauan Aru, kecueli wilayah/ tempat yang belum ada pelayanan Ternpat
Rekreasi dan Olahraga.



BAB VI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11
Masga Retribusi Ternpat Rekireasi dan Olahraga adalah jangka waktu yang
lamanya jangka waktu vang larnanya 1 {saw) hari

Pazal 12
Qaat Retribusi Terutang adalah pada shat diterbitkannys Sural Ketetapean

BAB X
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGHURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 13

(1) Pembayaran retribusi yang terutang diakukan pada saal diterimanya
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lkin yang
dipersarnakan.

(2) Teta cara pclakssnsan pemungutan Retribusi ditetaplan dengan Peraturan
Bupati.

(3} Su?aat Setargn Retribusi Daerah, yung selanjutnya disingkat SSRD, adalah
buleti pembayaran atau penyetoran Retribusi yung telah dilakukan dengan
menggunelan formulic atau yang telah dilakuken dengan cara ke Kes
Daerah melalui tempat pembayaran yang -ditunjuk oleh Bupati.

BAB X
PEMANFAATAN

Pesal 14

(1) Pemanfaatan retribusi diutamakan untuk mendanai perneliharaan Tempat
Rekreasi dan Olahraga.

(2} Pemanfaatan retribusi schagaimane dimaksud pads ayat {1) ditetapican
oleh Bupati.

BAB XI
SANKS! ADMINISTRATIF

Pasal 15

(1) Dalam hal Wajib Retnibusi tidak membayar tepat pada wakbunya atau
kurang membayar, dikenakan sanksi admmi nistratif bertipa bunga sebesar
2% {dua persen) setiap bulan dari reteibusi yang terutang yang fidak ataul
kurang dibayar dan ditagih dengan mwenggunakan Surat Tagihan Retribusi
Daerah (STRD}.

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk paling lama
5 {lima) bulan.
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BB X1
PENAGIHAN
Pasal 16

Dalaim hal Wajib Retribusi tertemtu tidak membayar tepat pada waltunya
atan kurang mmembayar, dikenakan sanksi adrinistratif berupa bunga

schesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang vaig

tidaiz atau kuirang dibayar dan ditagih dengan mengguonsakan STED.
Penagihan Retribus!  sebdgaimana  dimaksud pal:la ayat (1) didahuluii

dengan Surat teguldii. .

Penagihan Retribusi menjppdi kedaluwarsa sctclah melampail waktu 1

(satu) Tahun sejgk saat terutanpnya retribusi, kecuali jika Wajb Retribusi

melaltultan tindak pidana d bidang retribusi

Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3 tertangguh

apahbila:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

h ada pengakuan utang Retribusi darl Wajib Retribusi, baik langsung
matpun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

kedaluwarsa penagihan dlhltung sejpds tangpgal diterimanya Surat Teguran

tersebut.

BAB XII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 17
Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditegih bgi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kKedaluwarsa dapat dihapuskan.

Bupati menetapkan Xeputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang
sudah kedaluwarsa sebagaimana dimeaksud pada ayat (1).

(3) Apabila dalam waktu 1 fsatu) bulan sctelah kedaluwarsa Bupati behim

meneiapkan keputusan sebagaimana dimaksud peda avat (2}, maka
dianggap telah dihapus.

BABR XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai bedaku pada tariggel diundarniglkan.

Agar seétiap oarang - dapat mengstchuinya memerintahkan pengiahdangar
Peraturen Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulanan Ar
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Ditctapkan di Dobo
pada tanggal 19 April 2017
BUPAT! KEPULAUAN ARU,

ihd.

JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo
pada tanggal 15 Mei 2017

PItBEKRETARLS DAERAH KABUPATEIN KEPULAUAN ARU,

ttd

MOHAMAD DJUMPA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARL
TAHUN 2017 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU, PROVINSI
MALUKLU ; NOMOR 34/12/TAHUN 2017

Balinan sesual dengan aslinya
KEF F[A &ﬁGIAN HUKUM,

]

NOVY EBWIN'M. SOLISSA.SE
NIP. 19?11_1[)5' 200501 1 009




